BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan tinjauan teoretik yang diikuti
oleh analisis yang menghasilkan pendapat hukum, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan antara lain:

1. Akibat hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan surat Penyerahan
Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Di Lembang Kabupaten
Bandung Baratberakibat hukum menimbulkan kerugian bagi salah satu
pihak, karena dasar dari perjanjian SPGR adalah kesepakatan, adapun
akobat hukum yang muncul diantaranya adanya ihwal Ganti rugi dalam
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Ganti Rugi Sebagai Prinsip
penghormatan terhadap hak atas tanah, sebagai Ganti rugi dari pemegang
hak atas tanah yang telah melepaskan atau menyerahkan tanah. Dengan
demikian, tidak ada suatu kewenangan bagi siapapun termasuk oleh
Pemerintah (Negara) untuk mengambil tanah rakyat tanpa dengan suatu
ganti rugi.

2. Perlindungan hukum pemegang surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah
Dengan Cara Ganti Rugi dalam sistem pendaftaran hak atas tanah di

Kabupaten Bandung Barat dimenangkan oleh ahli waris yaitu Yuyu
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B. Saran

1.

Ganti rugi dalam pembebasan tanah diartikan sama dengan harga tanah
tersebut apabila dijual. Selain melalui pemindahan hak seperti yang
disebut diatas, ada pula tata cara pemindahan hak yang didahului
perubahan hak sebagai alternatif lain daripada pembebasan tanah. Pada
tata cara tersebut, tanah hak milik diubah terlebih dahulu menjadi hak lain
sejenisnya yaitu Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, supaya dapat
diperoleh suatu badan hukum Indonesia melalui jual beli tanah
(pemindahan hak) tanpa melalui pembebasan ha

Semenjak dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksana Kepentingan Umum, maka untuk saat ini ketentuan
tersebut menjadi acuan utama khususnya menyangkut tentang pengadaan

tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
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